
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 23 TAHUN 2011 

TENTANG 

STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka 
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang 
wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo bertanggung jawab sepenuhnya dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan di wilayahnya;  

b. bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan sarana kesehatan yang 
memberikan pelayanan pada masyarakat, memiliki peran yang 
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat,  oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah harus 
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar 
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat ; 

c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu 
menetapkan Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sukoharjo; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sukoharjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

 

 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah  Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan 
Rumah Sakit Daerah kepada masyarakat yang meliputi 
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan 
keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen. 

4. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  

5. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan 
Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat. 

6. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada 
tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak 
dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan 
tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata 
penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi 
yang telah ditetapkan. 

7. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan 
penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, 
efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, 
kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan 
antar manusia berdasar standar WHO. 

8. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh 
suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa 
pelayanan atau barang kepada pelanggan. 

 



9. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan 
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu 
atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk 
mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau 
standard yang telah ditetapkan sebelumnya. 

10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan 
dengan sesuatu yang harus dicapai. 

11. Defenisi Operasional adalah uaraian yang dimaksudkan untuk 
menjelaskan pengertian dari indikator. 

12. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data 
dari sumber data untuk tiap indikator. 

13. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian 
terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. 

14. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang 
dalam rumus indikator kinerja. 

15. Penyebut (denuminator) adalah besaran sebagai nilai pembagi 
dalam rumus indikator kinerja. 

16. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang 
diharapkan bisa dicapai. 

17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang 
dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan 
persoalan. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan 

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit. 

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan 
menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. 

 
 

BAB III 
 JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), 

DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
 

Bagian Kesatu 
Jenis Pelayanan 

 
Pasal 3 

 
(1) Rumah Sakit Umum Daerah  mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya 
penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang 
dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan 
(preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan. 

 

 



(2) Jenis pelayanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah  meliputi : 

a. pelayanan gawat darurat; 

b. pelayanan rawat  jalan; 

c. pelayanan rawat inap; 

d. pelayanan bedah; 

e. pelayanan persalinan, kesehatan ibu dan anak, perinatologi, 
dan keluarga berencana; 

f. pelayanan intensif; 

g. pelayanan radiologi; 

h. pelayanan laboratorium patologi klinik; 

i. pelayanan rehabilitasi medik; 

j. pelayanan farmasi; 

k. pelayanan gizi; 

l. pelayanan keluarga miskin (GAKIN); 

m. pelayanan rekam medis; 

n. pelayanan limbah; 

o. pelayanan administrasi manajemen; 

p. pelayanan ambulans / kereta jenazah; 

q. pelayanan pemulasaraan jenazah; 

r. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan 

s. pelayanan laundry. 

 
Bagian kedua 

Indikator, Standar (Nilai)  
dan Uraian Standar Pelayanan Minimal 

 
Pasal 4 

 
Indikator, Standar (Nilai) dan Uraian Standar Pelayanan Minimal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

 
Pasal 5 

 
Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan 
Minimal dilakukan oleh tenaga medik, paramedik dan seluruh 
pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

 
Setiap Unit Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah wajib 
menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan 
Standar Pelayanan Minimal.  

 
 

 



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan  Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
   

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 

        

BUPATI SUKOHARJO, 

                                   ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  31 Mei 2011 
 
    Plt. SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                         ttd 

 
              AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2011 NOMOR 164 
 


